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A. Latar Belakang 

Di Era Reformasi birokrasi harus dilakukan oleh instansi 

pemerintah mengingat tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya 

birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi langkah 

awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah 

yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat 

dengan cepat, tepat, dan profesional. Konsep ini sudah diusung sejak 

terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 yang mengatur tentang 

pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut 

menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan 

kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan 

bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. 

Demi terwujudnya reformasi birokrasi ada delapan area penting 

dalam manajemen pemerintahan yang perlu diubah secara sungguh-

sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting perubahan 

tersebut adalah perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja 

(culture set). 

Tujuan perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi tersebut 

tiada lain untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi 

yang tinggi. Makna integritas adalah individu anggota organisasi yang 

mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin, dan penuh 

pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN). Sedangkan makna kinerja tinggi adalah individu 

anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara 

profesional dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan 

sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target 

kinerja organisasi yang telah ditetapkan. 

Keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan individu 

anggota organisasi menjadi salah satu faktor penting dalam hal 

perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan suatu organisasi. 

Karena pimpinan organisasi memiliki lingkar pengaruh yang luas 

sehingga perilaku pimpinan akan menjadi panutan bagi para 
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bawahannya dalam bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang 

sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi akan memudahkan 

usaha untuk mengubah perilaku bawahannya. Selain unsur pimpinan, 

untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota 

organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur 

penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh 

dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di 

lingkungan organisasinya. Oleh dasar hal tersebut, dibutuhkan individu 

atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan 

pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan 

kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (role model) 

bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. lndividu atau kelompok 

anggota ini disebut dengan Agen Perubahan (Agent Of Change). 

lndividu yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan bertanggung 

jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan 

mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan 

peran, tugas, dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena 

itu, untuk melaksanakan pembangunan Agen Perubahan di 

lingkungannya instansi pemerintah diperlukan suatu rencana kerja agen 

perubahan. 
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